‘Menimbang :

Men gin.gat

BUPATI GORONTALO UTARA
PROVINSI GORONTALO
PERATURAN BUPATI GORONTALO UTARA
.~ NOMOR |§ TAHUN 2022
TENTANG

PEDOM PEMBENTUKAN PRODUK HUKUM DESA
E
t

DENEGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

, BUPATI GORONTALO UTARA,
% |
a. ba:hwa untuk menjamin kepastian hukum atas
pémbentukan produk hukum di Desa diperlukan pedoman
beirdasarkan cara dan metode yang pasti, baku dan standar
seihingga tidak bertentangan dengan peraturan perundang-
undangan yang lebih tinggi, ketertiban umum, dan/ atau
kesusﬂaan
b, bqhwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 115 Undang-
Uﬁdang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yang mengatur
mengenal pembinaan dan pengawasan yang dilakukan oleh
Pemenntah Daerah Kabupaten /Kota terhadap
pqnyelenggaraan pemerintahan Desa yang antara  lain
méemberikan pedoman penyusunan Peraturan Desa dan
Pératuran Kepala Daerah serta melakukan evaluasi dan
pengawasan Peraturan Daerah;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dlmaksud
'dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan
Bupatl Gorontalo Utara tentang Pedoman Pembentukan
Produk Hukum Desa. '

1. Updang—Undang Nomor 11 Tahun 2007 tentang
Pémbentukan Kabupaten Gorontalo Utara di Provmm
Gorontalo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2007 Nomor 13, Tambahan Lembaran Negara Repubhk

Indonesia Nomor 4687)
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. Undang Undang. Repubhk Indone31a Nomor 12 Tahun 2011
tentang ‘Pembentukan Peraturan Perundang—undangan _

: (Lembaran Negara Repubhk Indonesia Tahun 2011 Nomor

' 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
| 521:":4) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang
NOi:T_l_OI‘ 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-.

Un%dang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan

'.Per‘:‘a.turan Perundang-Undangan' (Lembaran  Negara

Repubhk Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan
Lemharan Negara Republik Indonesia Nomor 6398);

. Undang—Undang Nomor 6 - Tahun 2014 tentang Desa
. (Le:mbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor

7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5495) sebagaimana telah diubah dengan Undang—Undang
Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran"
Negara republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245'
Tambahan Lembaran Negara Repubhk Indonesia Nomor

6573]

.Undang—Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang
"Pemermtahan Daerah  (Lembaran Negara Repubhk

Indone51a Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran

: Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah

diu;b_ah beberapa Kkali terakhir dengan Undang-Undang
Nofinor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran
Neéara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245,
Tambahan Lembaran Negara Repubhk Indonesia Nomor

_6573L o : B ' !
. Undang~Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kelja

(Lembaran Negara republik Indonesia Tahun 2020 Nomor

_245 Tambahan Lembaran Negara Repubhk Indonema

Nomor 6573);

. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 201;4 tentang

Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun

_2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indones1a]

Tahjun 2014 Nomor 213, Tambahan Lembaran Ne_gara‘

.Reﬁublik Indonesia Nomor 5539} sebagaimana telah diubah
g beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor
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1L ‘Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa
'(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nornor
21? Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
663,'23]; |

T Pe%aturan Presiden Republik Indonesia Nomor 87 ’I‘ahuri
2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang
Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturar|1
Perundang—undangan (Lembaran Negara Repubhk
'Indones1a Tahun 2014 Nomor 199);

8. Peraturan Menteri Dalan Negeri Nomor 111 Tahun 2014

tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara

Repubhk Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091); .

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri 80 Tahun 2015 tentang
Pembenmkan Produk Hukum Daerah (Berita Negara
Repubhk Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) Sebagaimana
telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk
Hukum Daerah (Berita Negara Republlk Indonesia Tahun
20?0 Nomor 1781); '

MEMUTUSKAN:

i

o Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PEMBENTUKAN

PRODUK HUKUM DESA.

BABI
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.
2.
3.

Bupati adalah Bu;fati Gorontalo Utara.

Daerah adalah Kat;upaten Gorontalo Utara. - {
Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara
Pemerintahan Dae?ah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan
yang menjadi keweinangan Daerah Otonom. |

Desa adalah Desij:l dan Desa adat atau yang disebut dengan nama:

- lain,selanjutnya di;sebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang

; Kepala Kabag Asisten 1 Sekda ‘Waokil Bupati
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memiliki batas W!ilayah 'yang berwenang untuk mengatur dan mengurus

urusan pemenntahan - kepentingan masyarakat setempat berdasarkan

' prakarsa masyarakat hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui

dan dihormati dglam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Repubhk
Indonesia. | '
Pemerintahan Defsa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahar_:-t dan
kepenﬁhgan masgyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara
Kesatuan Republm Indonesia. |
Pemerintah Desa ada}ah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain
d1bantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa. | |
Badan Pennusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah
lembaga yang melaksanakan fungsi pemenntahan yang anggotanya

-merupakan wakﬂ dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wﬂayah

~dan dltetapkan secara demokratis.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

. Produk Hukum Desa adalah produk hukum herbentuk Peraturan yang

mehpuu Peraturan Desa, Peraturan Bersama Kepala Desa, Peraturan

Kepala Desa, dan berbentuk keputusan yang meliputi Keputusan Kepala

Desa dan Keputusan BPD;

. _-'Peraturan Desa adalah Peraturan Perundang-undangan yang d:tetapkan'

oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama BPD. |
Peraturan Bersama Kepala Desa adalah peraturan yang dltetapkan oIeh
dua atau lebih Kepala Desa dan bersifat mengatur. 1
Peraturan Kepala Desa adalah peraturan yang ditetapkan oleh Kepala Desé.
dan bersifat mengatur

Keputusan Kepala Desa adalah penetapan oleh Kepala Desa yang bersifat
konkrit, mdlwduql, dan final.

Keputusan BPDE adalah penetapan oleh BPD yang bersifat konkrit,
individual, dan final.

Evaluasi adalah pengkajlan dan penilaian terhadap rancangan Peraturan
Desa untuk mengetahul bertentangan dengan kepentingan umum

dan/atau Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi. : I

|
Pengundangan adalah penempatan Produk Hukum Desa dalam Lembaran
Desa atau Berita Desa

Klanfika31 adalah pengkapan dan penilaian terhadap Peraturan di Desa

|
untuk mengetahul bertentangan dengan kepentingan umum, dan/atau

Peraturan Perundang undangan yang lebih tinggi.

3
!
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: 17. Bertentangan Dengan Kepentmgan Umum adalah kebuakan yang
a menyebabkan terganggunya kerukunan antar warga masyarakat
terganggunya akses terhadap pelayanan publik, tergangganya ketentraman
dan ketertlban umum, terganggunya kegiatan ekonomi untuk
menlngkatkan kesejahteraan masyarakat dan/atau diskriminasi terhadap
suku, agama dan kepercayaan ras, antar golongan, dan gender. '
18. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disebut APB.

Desa adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan Desa.

BAB II
| PRODUK HUKUM DESA

' I ' Pasal 2
Produk Hukum Desa%berbentuk:
a. Peraturan; dan
“ b.” Penetapan. - :
- Pasal 3 | '

- Produk Hukum Desa berbentuk peraturan sebaga1mana dimaksud dalam
- Pasal 2 huruf a, terd1r1 atas:

t

~ a. Peraturan Desa; |
b. Peraturan Bersanja Kepala Desa;
c. Peraturan KepalaEDesa; dan

Peraturan BPD. i

i
;
¢
!
£

; : : Pasal 4
Produk Hukum Desa%berbentuk penetapan sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 2 huruf b, terdiiri atas:
a. Keputusan Kepalé Desa; dan
b. Keputusan BPD.

BAB I
MATERI MUATAN

Pasal 5
(1) Peraturan Desa :}sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a, berisi
materi pelaksanaian kewenangan Desa dan penjabaran lebih lanjut dari

peraturan perundang—undangan yang lebih tinggi.

Kepala Kahag Asisten 1 Schda Wakil Bupati
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{2)- Peraturan Bers'amga Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3.
~ huruf b, berisi materl kerjasama Desa. | : ‘
.(3') Peraturan Kepala Desa sebagalmana dimaksud dalam Pasal 3 humf c,
- berisi materi pelaksanaan Peraturan Desa, Peraturan bersama Kepala Desa. -
. dan tindak lanjut dan Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi.
(4) Peraturan BPD_.sgabagaJmana dimaksud dalam Pasal 3 Huruf d, 1_:)6:1'131i _
_ materi mengenai ffﬁngsi, ‘tugas dan wewenang, serta hak dan kewajibar% '
. BPD. o | R o i
(8] Peraturan sebaga%mana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (4).

- dilarang bertentangan dengan kepentingan umum, kesusilaan, dan/atau

| - ketentuan peratur};m perundang-undangan yang lebih tinggi.
{

o - Pasal 6 .
-'(1_)"Keputusan Kepalaj. Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf "é.‘,'
 berisi materi péléksanaan Peraturan Desa, Peraturan Bersama Kepaia |
‘Desa, Peraturan Kepala Desa, Peraturan Perundang-undangan yang lebih
tinggi dan dalarn rangka pelaksanaan kewenangan desa yang bersn“at.
penetapan - ?

§

-(2) : Keputusan BPD sebagalmana dlmaksud dalam Pasal 4 huruf b bens1 |
'_ : materl. muatan hasﬂ dari rapat atau musyawarah BPD J o

]
i

BABIV

Peraturan Desa

i
:
i
:

Bagian Kesatu

Perencanasan

: Pasal 7 _

(1) Perencanaan penyusunan rancangan Peraturan Desa ditetapkan oleh
Kepala Desa dan BPD dalam rencana kerja Pemerintah Desa. |

| (2) Lembaga kemasyarakatan lembaga adat dan lembaga Desa la_innya di

- Desa dapat membenkan masukan kepada Pemerintah Desa dan/ atau BFD

untuk rencana penyusunan rancangan Peraturan Desa.

Bagian Kedua
Penyusunan
- Paragraf 1

Penyusunan Peraturan Desa oleh Kepala Desa

Kepala Knbag Asiaten 1 Selada Waldl Bugmati
DPFMD hukum
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~ Pasal8

(1) Penyusunan ranca;'lgan Peraturan Desa diprakarsai oleh Pemerintah Desa. .
(2) Rancangan Peraturan Desa yang telah disusun, wajib dikonsultasikan
kepada masyarakat Desa dan dapat d1konsu1ta51kan kepada camat untuk
_ mendapatkan masukan
(3) Rancangan Peraturan Desa yang dxkonsultasﬂcan sebagaimana dimaksud
pada ayat (2) dlutamakan kepada masyarakat atau kelompok masyarakat:
yang terkalt langsung dengan substansi materi pengaturan :
(4) Masukan dari masyarakat Desa dan camat sebagaimana dimaksud pada‘

. ~ayat . (2] dlgunakan Pemerintah Desa untuk tindak lanjut proses:

B penyusunan rancangan Peraturan Desa.
(9) Rancangcm. Pera,turan Desa yang telah dikonsultasikan sebagaimana
dimaksud pada ayat (3} disampaikan Kepala Desa kepada BPD untuk3
. dibahas dan disepékati bersama. :

;

§
:

‘Paragraf 2 |

‘Pényusunan Peraturan Desa oleh BPD
e :

F Pasal 9

(1) BPD dapat meﬁyuéun dan mengusulkan rancangan Peraturan Desa, |

' [2) Rancangan Peraturan Desa sebagannana d1maksud pada ayat (1), kecuali

untuk rancangan | Peraturan Desa tentang rencana pembangunan 3angka

' menengah Desa, rancangan ‘Peraturan Desa tencang rencana ker_]a |

Pernenntah Desa, rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa dan

rancangan Peraturan Desa tentang laporan pertanggungjawaban reahsam
pelaksanaan APB Desa '

(3) Rancangan Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat

diusulkan oleh anggota BPD kepada pimpinan BPD untuk dltetapkan

' sebagal rancangan Peraturan Desa usulan BPD. | s ; '

} Bagian Ketiga

Pembahasan ' . i

§ Pasal 10

(1) BPD mengundang Kepala Desa untuk membahas dan menyepakau
rancangan Peraturan Desa ‘
(2) Dalam hal terdapat rancangan Peraturan Desa prakarsa Pemerintah Desa

_ dan usulan BPD mengena1 hal yang sama untuk dibahas dalam waktu

Kepala Kabag Asisten |} Bekda Walkil Bupati
OpPMnD hukum .
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(1)
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pembahasan yang sama, dldahulukan rancangan Peraturan Desa usulan

BPD sedangkan rancangan Peraturan Desa usulan Kepa]a Desa dlgunakan

sebagal bahan untuk dlpersandmgkan

Pasal 11

Rancangan Peraturan Desa yang belum dibahas bersama oleh BPD dan |
Pemerintah Desa dapat ditarik kembali oleh pengusul. S

Rancangan Peraturan Desa yang telah dibahas tidak dapat ditarik kembah _

kecuali atas kesepakatan bersama antara BPD dan Pemerintah Desa.

Bagian Keempat
Penetapan

Pasal 12 -
Rancangan peraturan Desa yang telah dlsepakatl bersama dlsampalkan

oleh pimpinan BPD kepada Kepala Desa untuk ditetapkan menjadi

'Peraturan Desa pahng lambat 7 (tujuh) Hari terhitung sejak tanggal

kesepakatan ;

E

' Rancangan peraturan Desa sebagaunana dimaksud pada ayat (1) wa_ub

dztetapkan oleh kepala Desa dengan membubuhkan tanda tangan paling

iy lambat . 15 (hma belas) Hari. terhltung sejak diterimanya rancangan

- Peraturan Desa dan pimpinan BPD.

(2)

f
{

Pasal 13

%

'Rancangan Peraturan Desa yang telah dibubuhi tanda tangéri

sebagaimana d1maksud dalam Pasal 12 ayat (2] disampaikan kepada

" Sekretaris Dec'a untuk diundangkan.

Dalam hal Kepala ‘Desa tidak menandatangani rancangan Peraturan Desei

C Sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2} dalam waktu 30 (tlga '

puluh) hari sejak rancangan Peraturan Desa tersebut disepakati bersama,

) rancangan Peraturan Desa tersebut sa_h men_]adl Peraturan Desa dan wa_ub

(3}

dlundangkan dalam Lembaran Desa.

Dalam hal sahnya rancangan Peraturan Desa sebagaimana dimaksud. pada‘

- ayat (2), kahmat pengesahannya berbunyl Peraturan Desa ini dinyatakan

(4)

sah. i , .
Kalimat pengesahan yang berbunyi sebagalmana dimaksud pada ayat (3)

“harus dlbubuhkan pada halaman terakhir Peraturan Desa sebelum

__pengundangan naskah Peraturan Desa dalam Lembaran Desa.

Kepala Kabay, Asisten 1 ‘;e'krlil . Wakil Bupati -
* DPMD hukunt
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Bagian Kelima

'Pengundangan

i
¥
i
H
H

o f | Pasal 14
(1) Sekretaris Desa rnengundangkan Peraturan Desa dalam Lembaran Desa.
{2} Peraturan Desa dmyatakan mulai berlaku dan mempunyai kekuatan
hukum yang mengfikat sejak diundangkan.

Bagian Keeﬁam _

Penyebarluasan

i

E Pasal 15 ‘.

(1) Penyebarluasan dllakukan oleh Pemerintah Desa dan BPD sejak penetapan -
o rencana penyusunan rancangan Peraturan Desa, penyusunan rancangan
Peratuan Desa, | : pembahasan rancangan Peraturan Desa, hingga

~ Pengundangan Peraturan Desa. | | :

| (2) Penyebarluasan sebagalmana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk 3
memberikan 1nforma51 dan/ atau memperoleh masukan masyarakat dan

para pemangku kepentmgan

7 Bagian Kefujuh _
Evéluasi Dan Klarifikasi Peraturan Desa

:

Paragaf 1

. Evaluasi
| Pasal 16 . |
-Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa, pungutan tata ruang, dan
~organisasi Pemermtah Desa yang telah dibahas dan disepakati oleh Kepala'-_
" Desa dan BPD dlsampalkan oleh Kepaja Desa kepada Bupati melalui camat |

-paling lambat 3 (nga) han sejak dlsepakau untuk dlevalua31

o __ | Pasal 17 _ :
: .(1) Hasil Evaluasi rarfcangan Peraturan Desa sebagaimana dimaksud dalarnE
| Pasal 16 dlserahkan oleh Bupat1 paling lama 20 (dua puluh) hari kex:}a
terh1tung sejak dltenmanya rancangan Peraturan fersebut oleh Bupati. |
(2) Dalam hal Bupatl tidak memberikan hasil Evaluam dalam batas waktu

sebagaimana d1maksud pada ayat (1), Peraturan Desa tersebut berlaku

~dengan sendlrmya*

¢ HKepala . Kabag Asisten 1 Sckda | Wakil Bupati
} DPMD | " hukum '
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(3) Dalam hal Bupati telah memb_erikah hasil Evaluasi sebagajmana dimaksud '
pada ayat (1), Kepala Desa wajib memperbaikinya. .

|  Pasal 18 | |
(1) Kepala Desa memperbaﬂcl rancangan Peraturan Desa sebagaimanai '

‘dimaksud dalam Pasal 17 ayat (3) palmg lama 20 {dua puluh} hari se‘]ak‘

diterimanya hasil Evalua31
(2) Kepala Desa dapat mengundang BPD untuk memperbaiki rancangan
- Peraturan Desa sebageumana dimaksud pada ayat (1). '
(3) Hasil koreksi dan tmdak lanjut dlsampalkan Kepala Desa kepada Bupatl
melalul camat. i
|  Pasal 19 |
Dalam hal Kepala Desa tidak menmdaldanjutl hasil Evaluasi sebagajmana
dimaksud dalam Pasail 18 ayat (1) dan tetap menetapkan menjadi Peraturan’

Desa, Bupati membatailkan Peraturan Desa dengan Keputusan Bupati.

_ i Pasal 20 : !
(1) Bupatl dapat membentuk tim Evaluasi rancangan Peraturan Desa. |
{2} Tim sebagaimana dlmaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan

Bupati.

Paragraf 2
Klarifikasi

Pasal 21

(1} Peraturan Desa yang telah diundangkan sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 14 ayat (l)gdisampaikan oleh Kepala Desa kepada Bupati paling
lambat 7 (tujuh) han sejak diundangkan untuk diklarifikasi. .
(2) Bupati melakukan Klarifikasi Peraturan Desa dengan membentuk t1m'

Klarifikasi pahng lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterima. |

: Pasal 22 ‘
(1} ‘Hasil Klanﬁka31 sebagmmana dlmaksud dalam Pasal 21 ayat (1) dapat ‘
' berupa - g _
a. hasil Iﬂanfika51 yang sudah sesuai dengan kepentingan umuml
kesusilaan, dan /atau ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang

lebih tmggx, dan |

Kepala Kahag Asisten 1 Sckda Wakil Bupati
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(2]

b, hasil Klanﬁka;m yvang bertentangan dengan kepentmgan umum|
| kesusﬂaan dan/ atau ketentuan Peraturan Perundang—undangan yang

~ lebih tinggi. E |
Daiam hal hasil Klanﬁkas1 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Peraturan

Desa tidak bertentangan dengan kepentingan umum, kesusilaan, dan/atau

~ ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, Bupati
: menerbltkan surat hasﬂ Klarifikasi yang berisi hasil Klarifikasi yang telah

(3)

" '_peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, Bupati membatalkan

sesuali. : ?

Dalam hal hasif Klarifikasi sebagaimana dimaksud pada -ayat (1)!'

bertentangan dengan kepentingan umum, kesusﬂaan, dan/atau ketentuan

- Peraturan Desa tersebut dengan Keputusan Bupatl

1
: Desa

@)

BAB V | - |
| | .
PERATURAN KEPALA DESA

Pasal 23 _ o i

Peny{.lsunan rancangan Peraturan Kepala Desa dilakukan oleh Kepala

Materi muatan Peraturan Kepala Desa meliputi materi pelaksanaan Produk

~ Hukum Desa berbentuk peraturan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3

" lebih tinggi.

(1]

huruf a sampai dengan huruf ¢ dan peraturan perundang-undangan yang

Pasal 24 '

Pé;aturan Kepala Desa diundangkan dalam Berita Desa oleh Sekretaris Desa.

i

3

BAB VI
PERATURAN BERSAMA KEPALA DESA
_Bagian Kesatu

i Perencanaan

| Pasal 25
Perencanaan penyusunan rancangan Peraturan Bersama Kepala Desa

ditetapkan bersa{na oleh dua Kepala Desa atau lebih dalam rangka.
kerjasama antar-lEDesa.

! Hepalz Kabag Asisten 1 Sekda Wakil Bupati
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(2)

E
|
| i
| |
Perencanaan peﬁyusunan rancangan Peraturan Bersama Kepala Desa'
sebagalmana dlmaksud pada ayat (1) dltetapkan setelah mendapatkan
rekomendasi dan’ musyawarah Desa.
%
Bagian Kedua I S

- Penyusunan

Pasal 26

Penyusunan rancangan Peraturan Bersama Kepala Desa dilakukan oleh

Kepala Desa pemrakarsa.

(1)

(2)

Pembahasan rancangan Peraturan Bersama Kepala Desa dilakukan oleh 2
(dua} Kepala Desa atau lebih.

(1)

@

3

Pasal 27
Rancangan Peraturan Bersama Kepala Desa yang telah disusun, wajib

dikonsultasikan | kepada masyarakat desa masing-masing dan dapat

dikonsultasikan | kepada camat masing-masing untuk mendapatkarfx

‘masukarn. E
Masukan dari nmzasyarakat desa dan camat sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) digunakfan Kepala Desa untuk tindak laﬁjut proses penyusunan

rancangan Peraturan Bersama Kepala Desa.

Bagian Ketiga

H

Pembahasan, Penetapan dan Pengundangan

| Pasal 28

5 : !
E Pasal 29 |
Kepala Desa yang melakukan kerja  sama antar-Desa menetapkan
Rancangan Peraturan Desa dengan membubuhkan tanda tangan pallng
lambat 7 (tujuh] ihari terh1tung sejak tanggal disepakati. !

Rancangan Peraturan Bersama Kepala Desa yang telah dibubuhi tanda

tangan s.'ebagairglana dimaksud pada ayat {1} diundangkan dalam Berita

‘Desa oleh Sekretaris Desa masing-masing desa.

_ i : J
Peraturan Bersama Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat 1

mulai berlaku dan mempunyai kekuatan hukum menglkat sejak tanggal

diundangkan dalam Berita Desa pada masmg-masmg Desa.

Kepala Kabag Asisten 1 Sekda Walkil Dupati
Drmp hukum )
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rnasmg—masmg ' ,

@
3

(@)

(1)

- (2)

'tentang ‘ -

.

| Bagian Keempat

'\ Penyebarluasan
I S

Pasal 30

's

.Peraturan Bersama Kepa.la Desa dlsebarluaskan kepada masyarakat Desa;-

~ BAB VII
PERATURAN BFD

Pasal 31

P:mpman BPD menyusun rancangan peraturan BPD.
Rancangan Peraturan BPD sebagasmana dimaksud pada ayat [1) dlajukan |
oleh anggota BFD. | | '
Rancangan Peraturan BFD sebagaumana dimaksud pada ayat (2)2 =
merupakan Peraturan BPD yang dibentuk untuk melaksanakan fungsy.
tugas dan wewenang serta hak dan kewajiban BPD. ’
Peraturan BPD sebagalmana dimaksud pada ayat (3) terdm atas:

a. peraturan BPD tentang tata tert:b dan
b. peraturan BPD tentang kode etik.

? : o |

; Pasal 32 '
Peraturan BPD tentang tata tertib sebagalmana dimaksud dalam Pasal 31'_

- ayat (4) huruf a, dltetapkan oleh BPD dengan berpedoman pada ketentuan '

Peraturan Perundang-undangan

Peraturan BPD tentang tata tertib sebagalmana dimaksud pada ayat (1)
berlaku di 11ngkungan internal BPD,

Peraturan BFD tentang tata tertib paling sedikit memuat ketentuan

a. pengucapan sumpah/_;an_u,

b. penetapan plmplnan,

c. pemberhentlan dan penggantlan plmpman,

d. jenisdan penyelenggaraan rapat;
pelaksanaan f;mgm, tugas dan wewenang lémbaga, serta hak dan
kewajiban' mgéota‘ | o

f. penggantian antar waktu anggota,

g. pembuatan pengambllan keputusan

Kepala Kahag .| Asistsany 1 Sekda Wakil Bupati
DIMD toudarn / s .
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h. pelaksanaan ko;nsultasi antara BPD dan Pemerintah Desa; dan

i. penerimaan peﬁgaduan dan penyaluran aspirasi masyarakat.

Pasal 33

Peraturan BPD tentang kode etik sebagaimana dlmaksud dalam Pasal 31 ayat
'[4) huruf b, disusun oleh BPD yang berisi norma yang wajib dipatuhi oleh
setiap anggota selama menjalankan tugasnya untuk menjaga martabat =
- kehonnatan,-mtra, daq kredibilitas BPD. |
|

% "~ Pasal 34

- Maten rnuatan Peraturan BPD tentang kode etik sebagaimana dnnaksud

~dalam Pasal 33 pahng Sedlklt memuat: _ : |
a. pengertian kode et1k '
b tuJuan kode etik; |
‘c. pengaturan mengena1
1. sikap dan penlaku anggota BPD;
tata kerja anggota BPD;

;
&

tata hubungan antar penyelenggara pemenntahan Desa;

tata hubungan antar anggota BPD;

tata hubungangant.ara anggota BPD dengan pihak lain;
penyampaian pjendapat, tanggapan, jawaban, dan sanggahan;

kewajiban angéota BPD;

Iarangan bagi anggota BPD;
hal yang tidak patut dilakukan oleh anggota BPD;
10. sanksi dan mel::amsme penjatuhan sanksi; dan

11. rehabilitasi. 1

0 W N o0 ks wN

1
1
]
i

; Pasal 35
Peraturan BPD sebagaumana dimaksud dalam Pasal 33 dlundangkan dalam |
'Berita Desa oleh Sekretans Desa. : :

!

-
BAB VIII o o
KEPUTUSAN KEPALA DESA }
Pasal 36
(1) Perangkat Desa menyusun rancangan Keputusan Kepala Desa sesua1 '
tugas dan fungsz f
‘5‘,,@‘3 m Asisten 1 Sekda Wakil Bupati
o p
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(2) Rancangan K'e;.:'ouﬁilsan Kepala Desa sebagaimana diméksud pada ayat ( 1)?
digjukan kepada. sékretaris Desa. _ |
'(3] Sekretaris Desa =sebaga1mana dimaksud pada ayat (2) mehgajukaﬂ -
rancangan Keputusan Kepala Desa kepada Kepala Desa untuk mendapat

-penetapan.

BAB IX
KEPUTUSAN BFD

_ Pasal 37
(1) Keputusan BPD berupa penetapan, untuk menetapkan hasil rapat atau

musyawarah BPD
(2) Untuk menyusunil{eputusan BPD ditetapkan langsung dalam rapat atau
musyawarah BPD’ | o
(3) Keputusan BPD dltetapkan langsung dalam rapat atau musyawarah BPD
sebagalmana d1maksud pada ayat {2}, rancangan Keputusan BPD dlsusun|
dan dxpermapkan oleh - sekretariat BPD dan pengambilan keputusan
dilakukan dengan
a. penjelasan tentang rancangan Keputusan BPD;
b, pendapat anggpta terhadap rancangan Keputusan BPD; dan
- ¢. persetuyjuan atias rancangan Keputusan BPD menjadi Keputusan BPD.
(4} Keputusan BPD sebagaunana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan oleh
pimpinan BPD dalam rapat atau musyawarah BPD.

 BABX
PEMBIAYAAN

Pasal 38 ' |
{ -
Pembiayaan pembenti;ikan Produk Hukum Desa dibebankan pada APB Desa.

BAB X1 |
KETENTUAN LAIN-LAIN : |
Pasal 39 »

(1) Peraturan Desa adat disesuaikan dengan hukum adat dan norma adat

istiadat yang berlaku di Desa adat sepanjang tidak bertentangan dengan
| ketentuan peraturan perundang—undangan

epala Kabag Asisten 1 Sekda Wakil Bupati
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i
{
.

{
i

(2} Teknik dan prosédur pembentukan Produk Hukum Desa yang diatur

dalam Peraturan Bupatl ini, berlaku secara mutatis mutandis bagi teknlk

dan prosedur pembentukan Peraturan Desa adat.

Pasal 40 | |
Ketentuan mengenai bentuk Produk Hukum Desa tercantum dalam Lampiran

yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB XII
| KETENTUAN PENUTUP

; Pasal 41

i
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang méngetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Bupati ini dengan peflempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Gorontalo
Utara. i

Ditetapkan di Kwandang
pada tanggal § Acosjus 2022

| UPATI GORONTALO UTARA,

THARIQ MODANGGU

i
4
1
i
3
i
]

Diundangkan di Kwaﬁdang
pada tanggal 8§ AmspuS 2022

BUPATEN GORONTALO,

BERITA DAERAH KABUATEN GORONTALO UTARA TAHUN 2022 NOMOR 506

| Hepala Kabag Asisten 1 Sekda Walkil Bupati
DPFMD hukum




LAMPIRAN PERATURAN BUPATI GORONTALO UTARA
NOMOR 8. TAHUN 2022
TENTANG PEMBENTUKAN PRODUK HUKUM DESA

BENTUK PRODUK HUKUM DESA

:

A. BENTUK RANCANGAN PERATURAN DESA

Menimbang

Mengingat

i
'
i
i

. KEPALA DESA ... (Nama Desa)
KECAMATAN............ ..(Nama Kecamatan)
KABUPATEN GORONTALO UTARA

PERATURAN DESA ... (Nama Desa)
! . NOMOR ... TAHUN ...

--------------------------------------------------------------------------------

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

" KEPALA DESA......................(Nama Desa),

{
- ba}}wa e

b. bahiwa e}

¢. dan seterusnya ...;

s | o
i. Undang—undang ................................ ;
2. Peraturan Pemenntah..............; ...........

3. dan $eterusnya vee
B

i Kepala Kubag Asisten 1 Sekda Waokil Bupati
. DPMD hukum
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¢

. : i
. Cot

b

* Dengan Kesepakatan Bersama
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA ... (Nama Desa)

i : dan -

| KEPALA DESA ... (Nama Desa) .
] MEMUTUSKAN: '
i

Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG ... (Nama Peraturan Desa).

BAB I
KETENTUAN UMUM S
_ ‘ Pasal 1
Dalam peraturaél Desa ini yang dimaksud dengan:
} SUSUUOUUISTORRTOR ..................................... |
7 S e y
< T et ?.
|
BAB II |
r Pasal ... | | |
. BAB..
? (dan seterusnya)
| BAB..
| KETENTUAN PENUTUP |
f ' Pasal ...

Peraturan Desa ini mu:lai berlaku pada tanggal diundangkan. |

| Agar setiap orang me:ngetahuhlya, memerintahkan pengundangan Peraturan"

Desa ini dengan penempatannya dalam Lembaran Desa ... (Nama Desa).

Ditetapkan di ...
pada tanggal ...

KEPALA DESA...(Nama Desa),

{ - ttd .
_ . : _ -_ _ -NAMA (Tanpa Gelar dan Pangkat)
'Diundérigkan di ... ; | |
pada ta_.hggal -
Fepain m Atoten 1 s:;m/ Wakdl Bupat
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SEKRETARIS DESA ... (Nama Desa),
ttd i
NAMA (Tanpa Gelar dan Pangkat)

LEMBARAN DESA ... (Nama Desa) TAHUN ... NOMOR ...

i
1
]
H

B. BENTUK RANCANiGAN PERATURAN BERSAMA KEPALA DESA

KEPAL[} DESA
DAN KE!PALA DESA.............. KECAMATAN...............

KABUPATEN GORONTALO UTARA

§
'
]

PERATURAN BERSAMA KEPALA DESA ... (Nama Desa)
DAN KEPALA DESA ... (Nama Desa)
| NOMOR ... TAHUN ...
NOMOR ... TAHUN ...
TENTANG

(Nama Peraturan Bersama)
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
|

| KEPALA DESA ... (Nama Desa)
DAN
| KEPALA DESA ... (Nama Desa),
Menimbang : a. baﬁwa el
b. balflwa e}

¢. dan seterusnya ...;

Mengingat : 1...;

kepala EKabog Asisten 1 Sekda Walkil Bupati
DPMD hikum




3. dan‘ seterusnya ...; .

| | o MEMUTUSKAN: .
Meneté.pkan : PERAff‘URAN BERSAMA KEPALA DESA (Nama Desa} DAN

KEPAI;A DESA ... (Nama Desa) TENTANG ... (Nama Peraturan.

Beréa{na}. _
|  BABI'
.. KETENTUAN UMUM
. Pasall -
" Dalam peratu.rafn Desa ini yang dimaksud dengan:
RSN RO, e
ST SOOI .
B
: ; BAB II
; ' Bagian Pertama f
..... i
Paragraf 1
Pasal
i BAB ...
KE’IE;‘ENTUAN PERALIHAN (jika diperlukan) !
L BAB ... | - -
2 KETENTUAN PENUTUP | | '
t : Pasal ... '

: Per_a’_cu_ran Bersama ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
| Agar setiap orang méngetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan .
 Bersama. ini dengan Igenempatannya dalam Berita Desa ... (Nama Desa) dan -

Berita Desa ... (Nama Desa). -

Ditetapkan di ... _ i
: ~ pada tanggal ... '

i

KEPALA DESA...(Nafpa Desa), - KEPALA DESA...(Nama Desa),
Coowd ] o ttd -
NAMA (Tanpa Gelar dan Pangkat)] ~ NAMA (Tanpa Gelar dan Pangkat)
Kepala Kabag Asisten 1 Sekda Wakil Bupaii
DPMD hukum .
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- SEKRETARIS DESA

. BERITADESA ...

Diundangkan di ...
| . pada tanggal

ttd
- NAMA (Tanpa Gelar dan Pangkat)

 BERITADESA.

(Nama Desa),

Diundangkan di ...

pada tanggal ..

SEKRETARIS DESA

- ttd

NAMA (Tanpa Gelar dan Pangkat)

.. (Nama Desa) TAHUN ... NOMOR ...
(Nama Desa) TAHUN ... NOMOR ...

C. BENTUK RANCANGAN PERATURAN KEPALA DESA

| KEPALA DESA ...
KECA‘MATAN ....... S (nama kecamatan)
KABUPATEN GORONTALO UTARA

PERATURAN KEPALA DESA ..
NOMOR ... TAHUN ..

{(Nama Desa}

. (Nama Desa)

TENTANG

------------------------------------------------------------------------------

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

E KEPALA DESA

a. bahwa
b. bal;wa...,

. Menimbang :

c. dan seterusnya...;

o
1. |
2.5

‘Mengingat

3. dan seterusnya ...;

. {Nama Desa},

 MEMUTUSKAN:

Kepala Habag
hukum

Asisten 1

Sekda Wakil Bupati

Y
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¥

Ld

. {Nama Desa),



Menetapkan : PERATURAN KEPALA DESA  TENTANG

------------------------------------------

; BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

BAB II
Bagian Pertama

Paragraf 1

Pasal ...
BAB ...
KETENTUAN PERALIHAN (jika diperlukan)
| BAB ...
KETENTUAN PENUTUP
Pasal ...

Peraturan Kepala DeSia ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

i
i

|
[
]

s
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Kepala Desa ini dengain penempatannya dalam Berita Desa ... (Nama Desa).
i
i

Ditetapkan di ...
pada tanggal ...

KEPALA DESA...(Nama Desa},
ttd

NAMA (Tanpa Gelar dan Pangkat)

Diundangkan di...
pada tanggal ...

SEKRETARIS DESA ..! (Nama Desa),

ttd t

Kepala Kabag, Asisten 1 Sekela Wakil Enpati

DPMD hukum //
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~ NAMA (Tanpa Gelar Qan Pangkat)

* BERITA DESA ..

B
S

(Nama Desa) TAHUN ... NOMOR ..

D. BENTUK RANCA_N{GAN PERATURAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA

PIMPINAN_BAbAN PERMUSYAWARATAN DESA ..
| KABUPATEN GORONTALO UTARA

PERATURAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
NOMOR ... TAHUN ..
TENTANG

i
]
H

i
i
¢
i
H
i

(Nama Peraturan BPD)

(N_amé. Desa)

. {Nama Desa)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

" PIMPINAN BADAN PERMUSYAWARA’I‘AN DESA ..

~ Menimbang

‘Mengingat

oA bal:xwa e}

b. baflwa e}

c. dan seterusnya ...;

3. danjseterusnya ...;

Menetapkan

i
;

{
i

MEMUTUSKAN:

--------------------------------------

(Nama Desa),

Kepala Nalag Asisten 1 Seluda Wakil Bupati
DPMD fnloum i //
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BABI

KETENTUAN UMUM
. * Pasal 1
Dalazﬁ peraturan BPD ini yang dimaksud dengan:
Levrevtoeessessesssraseessiesessessssseeesseeses e
S RSO

' BABI
Bagian Pertama

Paragraf 1

Pasal e

BAB ... |
KETENTUAN PERALIHAN (jika diperlukan) |
 BAB ...
KETENTUAN PENUTUP
2 Pasal ... .

Peratur"an" ‘Badan Pezi*musyawaratan Desa ini 'mulai berlaku pada tangga{
diundangkan. ; |
Agar' se’tiép orang mejngetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Badan Pernmsyawarat::an Desa ini dengan'penempatannya dalam Berita Desa
... {(Nama Desa). | | : | |
o | Ditetapkan di ... _

pada tanggal ... o
- KETUA BPD {ATAU WAKIL KETUA

BPD) ...(Nama Desa), '

| ted |

‘ NAMA (Tanpa Gelar dan Pangkat)
Diundangkandi ... | .
pada tanggal ... | _ I
SEKRETARIS DESA ...;(Nama Desaj, l

wd - |
| . : hepala Kabag - .r;\shteu 1 Sekda Wakil Bupati

{ DPMD huk:am : Y
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NAMA (Tanpa Gelar dan Pangkat)
BERITA DESA ... (Nama Desa) TAHUN ... NOMOR ...
%

¥
H

E. BENTUK RANCAI\fGAN KEPUTUSAN KEPALA DESA

! KEPALADESA ......ccccevveennnn
KECAMATAN.....ccivviiiiiiiniiiciinian
gKABUPATEN GORONTALO UTARA

KEPUTUSAN KEPALA DESA ... (Nama Desa)
' NOMOR ... TAHUN ...

TENTANG
.: .......................................................
. KEPALA DESA ...coorrarernnnn.
Menimbang DA E)ahwa e} |

b. I':)ahwa'...;

. dan seterusnya ...;

;
i

oL
v seey

1
3. dan seterusnya ...;
Memperhatikan : 1. ,

2. 5.

O

Mengingat

3. dan seterusnya ...;

(jika diperlukan)
MEMUTUSKAN:
é .
Kepaky Kabag Asisten 1 Sckda Wakil Bupati
DPMD h\:m‘m //
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Menetapkan : E

KESATU

KEDUA

KETIGA .

KEEMPAT ;

KELIMA : Keput%usan Kepala Desa ini mulai berlaku pada tanggal
ditetapkan.

t

i
i
H
H
:

i - Ditetapkan di ...

3 _ pada tanggal ...

KEPALA DESA ... (Nama Desa),
ttd

NAMA (Tanpa Gelar dan Pangkat)

: Hepala Kabag Asisten 1 Sckda Waldl Bapatl
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i
;
E
!
!
|
f
:
|
+
i

~F. BENTUK RANCANjGAN KEPUTUSAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA

by
i
Sy

‘}zll r)d-t—(

PIMPINAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA ... (Nama Desa)
\KABUPATEN GORONTALO UTARA

KEPUTUSAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA ... (Nama Desa)
| NOMOR ... TAHUN ...
TENTANG
* (Nama Keputusan BPD)

PIMPINAN BA];)AN PERMUSYAWARATAN DESA ... (Nama Desa},
Menimbang :oa. f)ahwa e
b. bahwa ...;

dan seterusnya ...;

o

Mengingat F e
t

1
2.5,
3. dan seterusnya ...;
Memperhatikan : 1. ,

2. ,

3. dan seterusnya ...;
4

(iikfa diperlukan)
: MEMUTUSKAN:
Menetapkan :
gcppﬁxg m Amsten 1 Sekda Waldl Bupati

g
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-

KESATU

'KEDUA

KETIGA
KEEMPAT
KELIMA

i
t

pada ﬁanggal ditetapkan.

ot

: Keputysan Badan Permusyawaratan Desa ini mulai berlaku

Ditetapkan di ...
pada tanggal ...

KETUA BPD (ATAU WAKIL KETUA
BPD) ...(Nama Desaj,

ttd

NAMA (Tanpa Gelar dan Pangkat)

/&BUPATI GORONTALQ UTARA,

THARIQ MODANGGU

DiPMD

Repala

Kabag
hulkum

Asisten 1

Sekda Wakil Bupati
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